GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 434 /KPTS/VII/2022
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN
REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang

Mengingat

ca.

: 1.

PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman
Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan dalam
rangka melaksanakan Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi (PMPRB) Provinsi Sumatera Selatan,
maka perlu dibentuk Tim Asesor PMPRB Provinsi
Sumatera Selatan;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 1814);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);




10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang
Pedoman FEvaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
442);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan:
KESATU : Membentuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEDUA :  Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai
tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
b. menyiapkan bukti dokumen yang diperlukan; dan
c. melaksanakan panel hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi.
KETIGA :  Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan
sumber dana lain yang sah serta tidak mengikat.
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan
diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian

hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 17 Juni 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, #

r—H. HERMAN DERU

Tembusan :
1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

3. Inspektur Jendral Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta

4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang




